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Heboh Kasus Pembobolan Rekening Dormant

Revisi UU P2SK Menguat

Legislator Senayan mendorong revisi Undang-Undang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU
P25K) segera dituntaskan. Hal ini menyusul heboh kasus
pembobolan rekening dormant yang menunjukkan
masih ada celah dalam sistem keamanan perbankan.

ANGGOTA Komisi X1 DPR
Tommy Kurniawan mengatakan,
pembobolan teesebut jadi alarm
bagi industei perbankan nasio
nal agar lebih ketat mengawasi
rekening pasif yang rawan men

jadi penampungan dana ilegal.

“Rekening dormant seharusnya
menjadi prioritas pengawasan
karena sifalnya pasif dan jarang
dipantau nasabah,” ujarnya.
Tormy bilang, kasus ini juga
harus jadi momentum perban
kan memperkual Know Your
Customer (KYC), audit inter
rial, serla sistem detekst iran
saksi mencurigakan. Selain
i, perlu ada kerja sama yang
lebih eral antara perbankan,
Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK),
dan aparat penegak hukum.
“Terutama untuk menelusuri
tekening-rekening dormant yang

berpotensi disalahgunakan,”
ingatnya.

Kasus ini, sambunguya, juga
tnenunjukkan urgensi percepalan
pembahasan dan pengesahan
revisi Undang-Undang Nomaor
4/2023 tentang PZSK. Aturan
lersebut menegaskan peran
Palri dalam penyidikan pidana
keuangan. “Kami vakin kejelasan
kewenangan Polel dalam pidana
keuangan akan memaksimalkan
tindak pencegahan kejahatan di
sektor keuangan,” ujamya.

Komisi X1 DPR, lanjuinya,
akan terus mengawal langkah-
langkah pengawasan petbankan
bersama Otoritas Jasa Keuangan
(0JK) dan Bank Indonesia.
Termasuk mengevaluasi kebi

jakan terkail rekening dormant.

Bank mesti lebih proakiil meng-
hubungi nasabah, menutup reke
ning pasif yang berisiko, sera

meningkatkan perlindungan
konsumen.

“Kepercayaan publik terhadap
sistern perbankan harus dijaga.
Kasus ini mefijadi peringatan
apar induste] perbankan tidak
lengah dalam melindungi dana
masyarakat,” tepasnya.

Sebelumnya, Polit mengung
kap sindikat kejahatan terorgan-
{sir vang menyedot duit rekening
dormant di Jawa Barat dengan
nilal mencapal Rp 204 miliar.
Dirtipideksus Bareskrim Polid
Brigjen Helfi Assegal menyebut
ada sembilan lersangka dalam
kasus ini.

Aksi mereka berlangsung
sejak Juni 2025, melibatkan
kepala cabang bank dan eks
pegawal vang memanfaatkan
akses ilegal ke sistem core
banking. *Jaringan sindikat me-
ngaku salgas perampasan aset
bertemu dengan kepala cabang
pembantu untuk merencanakan
pemindahan dana pada rekening
dormant,” terang Helfi di ge
dung Bareskrim, Jakarta, Kamis
(2509/2025).

Dia menjelaskan, kepala ca-

bang menyerahkan user 1D teller
kepada eksekutor yang me-
rupakan mantan pegawai bank.
Dengan itw, pelaku memindahkan
dara inabsentia ke lima rekening
penarnpungan clalam 42 transaksi
hanya dalam 17 menit. “Akses
ilegal ini memperlihatkan celah
serius dalam pengendalian inter
nial bank, " imbubuya.

Polisi mengelompokkan ter
sangha ke dalam tiga klaster.
Klaster bank terdiri atas kepala
cabang AP (30} dan consumer
telation manager GRH (43) yang
menjadi penghubung dengan
sindikat. Klaster pembobol beri
si lima orang, termasuk C alias
Ken (41) sebagai mastermind,
NAT (36) vang melakukan akses
ilegal. serta DR (44), R (31),
dan TT (38) yang memfasilitasi
ehsekusi dan pengelolaan dana.

Selanjutnya, klaster pencucian
uang terdiel darl DH (39) dan
ES (60), yang bertugas mem-
blokir rekening dan menyiap-
kan rekening penampungan.
Seluruh tersangka diperlihatkan
di Mabes Polri mengenakan
baju tahanan oranye, sementara

gunungan vang Rp 204 miliar
dijadikan barang bukii.

Helly menegaskan, aksi peni-
bobolan ini memanfaatkan celah
pengawasan internal dan le-
malmya sistem monitoring reke-
ning dormant. *[ni menjadi peri-
ngalan bagi industri perbankan
agar memperkuat keamanan
internal dan deteksi transaksi
mencurigakan,” ujarnya.

PPATK ikut menelusuri aliean
dana hasil pembobolan. Se
keetaris Utama PPATK Ltjen Pol.
Alberd TB. Sianipar menjelas-
kan, uang it dipindabkan ke
beberapa rekening normal untuk
menyamarkan asalnya. “Motlus
operand! kompleks, kami sudah
menelusuti sampai layer ke
tiga darl perusahaan, kegiatan
usaha, dan rekening nominee,”
katanya.

Menurut Alberd, para pelaky

juga memanfaatkan skema u

turn dan smurfing untuk menga-
burkan dana sebelum dicaitkan
alau dipakai pribadi. Tindakan
ini menimbulkan risiko serius
biap Integritas sistem perbankan
nasional. mpy8


http://www.tcpdf.org

